BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KODE WILAYAH KEARSIPAN SURAT/NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur

—

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan
surat/naskah dinas, maka perlu dilaksanakan tata kelola kode
wilayah kearsipan surat/naskah dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Kode Wilayah
Kearsipan Pada Surat/Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kode
Wilayah Kearsipan Surat/ Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 52347);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
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Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian, dan Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Pasuruan;



41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH

KEARSIPAN SURAT/NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Noa s b

10.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasuruan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan
dan lembaga lain di lingkungan daerah.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan pemerintah daerah.

Kode Wilayah Surat/Naskah Dinas adalah penomoran yang digunakan
untuk menunjukkan identitas perangkat daerah dalam naskah dinas.



BAB II
KODE WILAYAH SURAT/NASKAH DINAS

Pasal 2

Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
merupakan pedoman Ketatalaksanaan Surat Dinas atau Naskah-Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas yang dimaksud pada Pasal 2,
adalah sebagai berikut :

a. Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas pada Perangkat Daerah
termasuk RSUD Bangil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BUMD Kabupaten Pasuruan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

b. Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas untuk UPT Dinas dan UPT
Badan se Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan ini; dan

c. Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas untuk Kelurahan dan Desa se
Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan
ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya kode wilayah kearsipan Surat/Naskah Dinas ini, maka
semua Perangkat Daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah
harus segera melakukan penyesuaian dan pembenahan yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
26 Tahun 2012 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan pada Surat/Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,
ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 16



